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KATA PENGANTAR  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan yang terintegrasi, APBD memainkan 

peran sentral dalam meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan mengupas pengertian, tujuan, 

komponen, serta fungsi APBD dalam membangun daerah yang lebih maju dan 

sejahtera. 

Pengelolaan APBD merupakan sebuah proses yang diawali dengan 

penyusunan Rancangan APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau 

pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta 

mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek 

pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan negara yang bersih.  

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota 

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai rangkaian proses penetapan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai 

rangkaian proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

 

B. Identifikasi Masalah 
Sehubungan untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali 

Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama sebagai rangkaian proses 

penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026. 

 

C. Tujuan Penyusunan 
Tersedianya dokumen Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan 

Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

D. Dasar Hukum 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41); 
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BAB II POKOK PIKIRAN 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan 
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah; 

2. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:   
a. Pendapatan daerah; 
b. Belanja daerah; dan   
c. Pembiayaan daerah; 

3. Penetapan peraturan daerah dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

BAB III MATERI MUATAN 

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan 

Sasaran pengaturan dari peraturan ini adalah Pengaturan mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

Jangkauan pengaturan meliputi subjek pengaturan yaitu seluruh pihak yang 

mendapat manfaat dari APBD Kota Tarakan. 

Arah pengaturan untuk mengatur aspek-aspek Pendapatan daerah, Belanja 
daerah; dan  Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026. 

 
 

B. Ruang Lingkup Materi 
1. Pasal 1 : Ketentuan Umum  
2. Pasal 2 : Rincian APBD 
3. Pasal 3 : Pendapatan Daerah 
4. Pasal 4 : Sumber Pendapatan Asli Daerah 
5. Pasal 5 : Pendapatan Transfer 
6. Pasal 6 : Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
7. Pasal 7 : Sumber Anggaran Belanja Daerah 
8. Pasal 8 : Alokasi Anggaran Belanja Operasi 
9. Pasal 9 : Alokasi Anggaran Belanja Modal 
10. Pasal 10 : Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga 
11. Pasal 11 : Alokasi Anggaran Belanja Transfer 
12. Pasal 12 : Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah 
13. Pasal 13 : Alokasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan 
14. Pasal 14 : Alokasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 
15. Pasal 15 : Defisit dan Pembiayaan Netto 
16. Pasal 16 : Keadaan Darurat 
17. Pasal 17 : Lampiran-lampiran 

18. Pasal 18 : Amanat Penetapan Peraturan Wali Kota 
19. Pasal 19 : Pemberlakuan Peraturan Daerah 
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BAB IV PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa diperlukan pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026. 

 

B. Saran 

Agar pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat segera dilaksanakan 

dengan baik sehingga dapat segera diberlakukan. 

 

 

 

KEPALA BADAN,  

  

 

 

      ${ttd_pengirim} 

          

                   

 

AMIRULLAH, S.E. 

PEMBINA TINGKAT I/IV b 

NIP 197304141998031011 
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